KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS] SUMATERA BARAT
NOMOR ;: 05 /SB/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP KEANGGOTAAN PANITIAN KHUSUS RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
Menimbang : a.bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota
Pengantar terhadap Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dalam
Rapat Paripurna tanggal 9 April 2025;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2

0 ) Tahun 2025 dinyatakan bahwa Pembahasan dan
kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD
paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh
ketua DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

| (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029;,



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
4725),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 (194), Tambahan Lembaran

Negara (6987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia
Nomor 4663);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 594 1);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

14, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 04 [PRT/M/2015
tentang Kriteria danPenetapan Wilayah Sungai;

15, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 28 /PRT/M/2015
tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan
Garis Sempadan Danau;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
KehutananNomorP.69 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12
/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran



Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

23.Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan

. Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025.

24, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029,

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang
disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi
Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

. . Menetapkan

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Keanggotaan Panitia
Khusus Pembahasan Ranperda Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dengan susunan
keanggotaan  sebagaimana  tercantum  dalam
lampiran Keputusan ini.

| KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum
| KESATU, mempunyai tugas :

a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan
peraturan perundang-undangan serta bahan-
bahan yang diperlukan untuk Penyusunan dan
Pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025-2029;

b. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;



KETIGA

KEEMPAT

c. menyampaikan hasil pembahasan Ranperda
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dalam
Rapat Kerja Pembahasan Akhir Penyampaian
Pendapat Akhir Fraksi dan Rapat Paripurna.

: Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE
g- PROVINSI SUMATERA BARAT
Katua,




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR /8B/2025
TANGGAL : 9 April 2025

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

1. | Drs. H. Nurfirmanwansyah, Apt. MM F. PKS ANGGOTA
2. | H. Mochlasin, 8. Si F. PKS ANGGOTA
3. | Dr. Ir. H. Indra Catri, MT F. P. Gerindra ANGGOTA
4. | Ade Putra F. P. Gerindra ANGGOTA
5. | Zulkenedi Said, S. Sos, SH, M.Si, MM, MH, F. P Golkar ANGGOTA
M.AP
6. | Dra. Hj. Siti lzzati Aziz F. P. Golkar ANGGOTA
7. | Bakri Bakar, SH F-P. NASDEM ANGGOTA
8. | H. Irwan Zuldani, SE. MM F-P. NASDEM ANGGOTA
9. | Doni Harziva Yandra, S. IP. ME F. P. Demokrat ANGGOTA
10. | Benny Saswin Nasrun F. P. Demokrat | ANGGOTA
11. | Muhayatul, SE. M.Si F. PAN ANGGOTA
12. | Masrisal, SH F. PAN ANGGOTA
13. | Nofrizon, S. Sos F. PPP ANGGOTA
14. | Donizar F.PDI-P & PKB | ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BAR&T/I

Ketua,

Fa

M IDI




